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NAMA SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.Undang - Undang Nmor 14
Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi
Publik;

2.Peraturan Pemerintah Nomor
61 tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
3.Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 3 Tahun 2017
tentang pedoman pengelolaan
Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

4. Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi
Publik;

5.Peraturan Menteri
Kormunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2024 tentang
Penyelengearaan Urusan
Pemerintahan Konkuren
Bidang Komunikasi dan
Informatika;

6. Peraturan Bupati Banggai
Kepulauan Nomor 3 Tahun
2024 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi.

maupun tulisan.

uta

bailk.

1. Memiliki pengetahuan dasar Peraturan Perundang -
Undangan terkait Pelayanan Informasi Publik.
2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.

Memiliki kemampuan Kerjasama tim.
Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGHKAPAN

1.80P Pelayanan Permohonan
Informasi.

2.80F Pengumuman Informasi
Publik.

1. Komputer.
2. Printer.
3.Alat tulis kantor,

5.File Organizer.

4.Jaringan Internet.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak
dilaksanakan, maka pelayanan
informasi publik akan
terganggy dan berpotensi
menimbulkan masalah hulum.

Disimpan dalam bentuk hardeopy dan softcopy.




STANDAR OFERASIONAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan FPID PPID Atasan keterangan
: _ Pembantu | Ut PPID Kelengkapan Waktu Output
M. I o dan dok yang bercualitas 1. UU Nomor 14 Tehun 2008 Beonrm DIDF ymng telah
dan relevan dengan tupoksl masng masing kemponen di 2, UU Nemor 25 Tahun 2009 berkals, serta | dikumpulkan dart
masing-masing OPD, baik yang di produlksi sendiri, 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 | meruwa dan kompanen dan
dilembangian, maupun m}_dﬂ-r‘“ e pihik lnin, yang 4. PP Momor 6] Tahun 2010 seilap saal perangkat decrah
berups arsip akuf 5. Perkl Nomor | Talun 2010
arsip inaktil dan arep vital yang dikuasal, Informasi yang 6. Perki Nomor | Talun 2017
meliputt jenis g
pembustan, wakm wakty dan tempat pembustan,
informasi yeng tersedia dalam hard dan softeopy.
miormani dan
dokumentasi di masing-mesing komponen di Pemerintah
Kal en Jauan.
Mengklasifikesilcan seluruh informasi dan dokumentasi yang 7. UU Nomar 14 Tehun 2008 | Sccera yang telah
telnh ik dan B. UL Nomaor 25 Tehun 2009 | berlmin, wertn | dilcanifilond
sifat informasi dan dokumemntasi. selain itu jug 9. UL Nomar 23 Tehun 2014 | merts dan
informasi dan dokumentas yang 10. PP Nomor 61 Tahun 2010 | setisp saat
dikeecunlikan dengan kategorl se! 5 yung telahy 11, Perkd Nomor 1 Tuhun
diretaplan melalul UU No. 14 Tabua 2008 Pasal 17 dan 16, 2010
Pengu) ) s i 3 dan penuk Perki Nomor 1 Tihun
i raey 3 o . 2017
publik terieniu dikecunlihan oleh seti
Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy Mlat Tubs kuntor Secars Dipp
dan tempat penyimpanen dokumen dalam K berkala, wertn
dengan tats carn seperti mens dan
sesual kdnsifivasd informas den dokumentasi wajib, secarn seting sant
berkals, serts merta setinp saat. Perlo dbuat daftar Informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan
Menetapkan DIDP secarn resmi dan mengumurmkan kepada Mengadakan rapat Dersamn Setelali DIDP | Surat Keputusan | Sedah DIDF dnetagkan, |k sca
M dengnn PPID Utma den PPID terkumpul DIDP yang tambahan informanl baru, dbeat 51
Pembano untuk merstapksn dari PPID ik Ditetaplan
nip bamtu oleh Atasan PPID
Mengunggah DIDP ke wetadite romm pemerintah ke bupaten Wiebwite dan surann informas Setelah DIDP | Adacyn konten
Banggai Kepulauan lainnys yang dimiliki oleh ditetapian DIDP di website
04 dan b oleh atasan
daerah L ie] Kabupaten
Banggai
Kepalsuan




